BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN TAMBAHAN BIAYA UNTUK KENAIKAN KELAS
PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP KE KELAS VERY IMPORTANT PERSON
PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  meningkatkan  pelayanan
penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan khususnya
untuk pelayanan pasien rawat inap peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang

naik ke kelas Very Important Person (VIP dan ™

menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Kesehatan, maka diperlukan
Pedoman Pembayaran Tambahan Biaya Untuk Kenaikan
Kelas Pelayanan Pasien Rawat Inap ke Kelas Very
Important Person (VIP) Peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



10.

11

12,

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 62);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 232);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN BIAYA UNTUK

KENAIKAN KELAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP KE
KELAS VERY IMPORTANT PERSON PESERTA BADAN
PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Semarang.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan
sosial yang bersifat wajib (mandatory) dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
Pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-
CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang
didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat
FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap
di ruang perawatan khusus.
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di
wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai BLUD.

Pasal 2

Peserta BPJS Kesehatan yang naik kelas rawat inap ke kelas Very Important
Person (VIP), pembayaran tambahan biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas Very Important Person (VIP),
pembayaran tambahan biaya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari Tarif INA CBG kelas 1;

untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas Very Important Person (VIP), adalah
selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 2 ditambah
pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas Very Important Person
(VIP) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1; dan

untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas Very Important Person (VIP)adalah
selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 3 ditambah
pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke Very Important Person
(VIP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1.

Pasal 3

Peserta BPJS Kesehatan yang naik kelas rawat inap ke kelas Very Important
Person (VIP) dan dirawat paling lama 3 (tiga) hari perawatan kemudian
meninggal atau dirujuk ke rumah sakit rujukan lanjutan, dikenakan biaya
sebagai berikut :

a.

untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas Very Important Person (VIP),
pembayaran tambahan biaya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari
Tarif INA CBG kelas 1;

untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas Very Important Person (VIP), adalah
selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 2 ditambah
pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke kelas Very Important Person
(VIP) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1; dan

untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas Very Important Person (VIP) adalah
selisih tarif INA CBG kelas 1 dengan tarif INA CBG kelas 3 ditambah
pembayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke Very Important Person
(VIP) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2%-11- 2017

BUPATI SEMARANG,
ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21- (|- 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.
GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR %7}



